
LEMBARAN DAERAH 
KOTA  BANDUNG 

TAHUN 
 

: 2009 NOMOR 
 

: 20 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 
 

NOMOR :  20  TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001  

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya penataan reklame agar sesuai dengan 

estetika dan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

02 Tahun 2007, namun dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika 

di Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Reklame; 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor  16  Tahun  1950  tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang 

Pembentukan Wilayah Daerah); 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3358); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

9. Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan   Daerah   Kotamadya   Daerah   Tingkat   II   Bandung   Nomor 

04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai  Negeri   Sipil   Yang Melakukan   

Penyidikan   Terhadap   Pelanggaran   Peraturan   Daerah    Yang   Memuat   

Ketentuan    Sanksi/Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986); 

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 

Nomor 3 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 

Nomor 17)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2007 Nomor 02); 

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2004 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 03 Tahun 2006  (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2006 Nomor 03); 

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11) 

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 

Nomor 08); 

 

16. Peraturan ... 
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16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Daerah  (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2008 Nomor 05); 

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2008 Nomor 09); 

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 

2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

dan 

WALIKOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH   KOTA   BANDUNG   TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. 

 

Pasal  I 

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2001 Nomor 33 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2007 Nomor 02), diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

1.  Daerah adalah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 

 

3. Dewan … 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 

4. Walikota adalah Walikota Bandung. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah 

yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat 

pendelegasian dari Walikota. 

6 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, 

jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan 

oleh Pemerintah. 

7 Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri 

dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

8. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ 

ditempatkan. 

9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame 

ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan. 

10. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan 

dan arahan untuk peletakan reklame. 

11. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk 

kepentingan umum. 

12. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang 

status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfataannya 

sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota. 

13. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas 

bangunan/gedung. 

14. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang 

menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi 

maupun tidak. 

15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil. 

16. Bahu ... 
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